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ABSTRACT

This study analyzes the interests of legal
protection for victims of criminal acts of
defamation committed by debt collectors.
Indonesian laws and regulations, such as the
Criminal Code (KUHP) and the Electronic
Information and Transactions Law (ITE), provide
a legal basis for protecting victims, but significant
challenges remain in law enforcement.
Difficulties in providing evidence, lengthy legal
processes, and a lack of understanding of legal
rights reduce the effectiveness of existing
protections. Inconsistent law enforcement is also
a major obstacle. This study recommends
simplifying the legal process, increasing access to
legal aid, increasing legal awareness, and
strengthening law enforcement to improve legal
protection for victims
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ABSTRAK

Penelitian ini  menganalisis  kepentingan
perlindungan hukum bagi korban tindak pidana
pencemaran nama baik yang dilakukan oleh debt
collector. ~ Peraturan  perundang-undangan
Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi
dan Transaksi Elektronik (ITE), menyediakan
dasar hukum untuk melindungi korban, namun
tantangan signifikan masih ada dalam penegakan
hukum. Kesulitan dalam pembuktian, proses
hukum yang panjang, dan kurangnya
pemahaman tentang hak hukum mengurangi
efektivitas perlindungan yang ada. Penegakan
hukum vyang tidak konsisten juga menjadi
hambatan utama. Penelitian ini
merekomendasikan ~ penyederhanaan  proses
hukum, peningkatan akses ke bantuan hukum,
peningkatan kesadaran hukum, dan penguatan
penegakan  hukum  untuk  memperbaiki
perlindungan hukum bagi korban
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PENDAHULUAN

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencemaran nama baik
merupakan isu penting dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan
hak-hak individu. Dalam beberapa tahun terakhir, tindakan debt collector yang
melanggar hukum, seperti penyebaran informasi negatif atau fitnah, telah
menimbulkan dampak signifikan bagi banyak orang. Pencemaran nama baik
oleh debt collector tidak hanya merusak reputasi individu atau perusahaan,
tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang
mendalam bagi korban.

Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh debt collector sering kali
melibatkan penyebaran informasi yang tidak benar atau berlebihan mengenai
keadaan finansial atau utang seseorang. Hal ini sering kali dilakukan dengan
tujuan untuk menekan korban agar segera melunasi utangnya, namun dalam
prosesnya, tindakan tersebut dapat melanggar hukum dan hak privasi
individu. Permasalahan ini semakin kompleks karena debt collector sering kali
beroperasi dengan cara yang tidak transparan dan tidak sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.

Hukum pidana di Indonesia memberikan perlindungan terhadap
tindakan pencemaran nama baik melalui sejumlah peraturan perundang-
undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun,
implementasi perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik akibat
ulah debt collector sering kali menghadapi kendala, seperti kesulitan dalam
pembuktian, kurangnya pemahaman tentang hak-hak hukum, dan kurangnya
penegakan hukum yang konsisten.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yuridis terhadap
kepentingan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencemaran
nama baik yang dilakukan oleh debt collector. Analisis ini bertujuan untuk
mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum yang ada, mengevaluasi
efektivitas mekanisme perlindungan hukum yang diterapkan, dan memberikan
rekomendasi untuk perbaikan agar hak-hak korban dapat terlindungi dengan
lebih baik di masa depan.

TINJAUAN PUSTAKA
Analisis Yuridis

Analisis yuridis merupakan suatu pendekatan untuk memahami dan
menilai permasalahan hukum dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum
yang berlaku. Dalam konteks perlindungan hukum bagi korban tindak pidana
pencemaran nama baik oleh debt collector, analisis yuridis melibatkan
pemeriksaan terhadap ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana
pencemaran nama baik serta penerapannya dalam kasus-kasus terkait. Hal ini
mencakup evaluasi tentang apakah tindakan debt collector memenuhi unsur-
unsur tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan dan sejauh mana
sistem hukum mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi korban.

Selain itu, analisis yuridis juga mempertimbangkan bagaimana hukum
positif di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), mengatur dan
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menangani kasus-kasus pencemaran nama baik. Evaluasi terhadap praktik
penegakan hukum, kebijakan, dan keputusan pengadilan dalam konteks
pencemaran nama baik oleh debt collector menjadi penting untuk memahami
efektivitas dan kelemahan dalam perlindungan hukum yang ada.
Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merujuk pada upaya untuk melindungi hak-hak
individu dari pelanggaran hukum dan penyalahgunaan oleh pihak lain. Dalam
hal pencemaran nama baik oleh debt collector, perlindungan hukum bertujuan
untuk memastikan bahwa korban memiliki akses ke mekanisme hukum yang
dapat memulihkan reputasi mereka dan mendapatkan keadilan. Perlindungan
ini mencakup hak untuk mengajukan laporan atau gugatan terhadap pelaku
pencemaran nama baik, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian
yang ditimbulkan.

Perlindungan hukum juga melibatkan peran lembaga-lembaga penegak
hukum, seperti kepolisian dan pengadilan, dalam menegakkan hukum secara
adil dan transparan. Selain itu, penting untuk menilai sejauh mana regulasi
yang ada, seperti Undang-Undang ITE dan KUHP, efektif dalam memberikan
perlindungan yang memadai bagi korban dan mencegah tindakan pencemaran
nama baik oleh debt collector. Implementasi yang konsisten dan kesadaran
hukum di masyarakat juga merupakan bagian penting dari perlindungan
hukum yang efektif.

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Tindak pidana pencemaran nama baik adalah suatu tindakan yang
merugikan reputasi seseorang dengan menyebarluaskan informasi yang tidak
benar atau menyesatkan. Di Indonesia, tindakan ini diatur dalam Pasal 310 dan
311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa
pencemaran nama baik adalah perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana
jika terbukti merugikan reputasi seseorang secara serius. Pencemaran nama
baik dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial dan
komunikasi lisan.

Dalam kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh debt collector,
sering kali terdapat elemen-elemen tambahan, seperti intimidasi atau tekanan
dalam konteks pengumpulan utang. Hal ini dapat membuat kasus menjadi
lebih kompleks, karena tindakan debt collector tidak hanya berdampak pada
reputasi tetapi juga dapat melibatkan praktik yang melanggar hukum. Oleh
karena itu, penting untuk menganalisis kasus pencemaran nama baik dengan
mempertimbangkan konteks tindakan debt collector dan bagaimana hal ini
mempengaruhi proses penegakan hukum.

Debt Collector

Debt collector adalah pihak atau lembaga yang bertugas untuk menagih
utang dari debitur kepada kreditur. Meskipun memiliki peran penting dalam
sistem keuangan, debt collector sering kali terlibat dalam praktik yang dapat
melanggar hukum, termasuk pencemaran nama baik. Tindakan debt collector
yang melibatkan penyebaran informasi negatif atau fitnah tentang debitur
dengan tujuan untuk menekan pembayaran utang dapat mengakibatkan
kerugian reputasi dan psikologis bagi debitur.
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Dalam menjalankan tugasnya, debt collector harus mematuhi peraturan
yang ada, termasuk undang-undang perlindungan konsumen dan ketentuan
terkait privasi dan informasi. Namun, dalam praktiknya, beberapa debt
collector mungkin menggunakan metode yang tidak etis atau melanggar
hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana hukum mengatur
tindakan debt collector dan apakah ada mekanisme yang cukup untuk
mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku guna
melindungi hak-hak individu dari tindakan yang merugikan.

METODOLOGI

Metode penelitian untuk analisis yuridis tentang kepentingan
perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencemaran nama baik akibat
ulah debt collector melibatkan pendekatan kualitatif yang menggabungkan
studi literatur dan analisis kasus. Penelitian ini dimulai dengan kajian
mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi
dan Transaksi Elektronik (ITE), untuk memahami kerangka hukum yang
mengatur pencemaran nama baik. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap
kasus-kasus konkret yang melibatkan pencemaran nama baik oleh debt
collector, dengan mengkaji keputusan pengadilan, praktik penegakan hukum,
dan dokumentasi terkait untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum
yang ada. Data yang diperoleh dari studi kasus dan dokumen hukum akan
dianalisis untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem
perlindungan hukum serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang
dapat meningkatkan perlindungan bagi korban.

HASIL PENELITIAN
Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan dalam Perlindungan Hukum
terhadap Korban Pencemaran Nama Baik oleh Debt Collector

Perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik yang
dilakukan oleh debt collector menjadi isu penting dalam penegakan hukum di
Indonesia. Pencemaran nama baik, yang dilakukan melalui tindakan
penyebaran informasi negatif atau fitnah oleh debt -collector, dapat
menyebabkan kerugian reputasi, emosional, dan finansial bagi korban.
Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah ini termasuk Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE). Menganalisis efektivitas peraturan ini dalam
konteks perlindungan hukum dapat memberikan wawasan tentang sejauh
mana hukum melindungi korban dan apa yang dapat dilakukan untuk
memperbaiki kelemahan yang ada.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana
pencemaran nama baik dalam Pasal 310 dan Pasal 311. Pasal 310 KUHP
menetapkan bahwa barang siapa dengan sengaja menuduh seseorang dengan
tuduhan yang tidak benar yang dapat merugikan reputasi seseorang dapat
dikenakan sanksi pidana. Pasal 311 KUHP melanjutkan dengan mengatur
pencemaran nama baik yang dilakukan melalui penyebaran fitnah. Ketentuan-
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ketentuan ini memberikan dasar hukum untuk mengajukan tuntutan terhadap
pelaku pencemaran nama baik, termasuk yang dilakukan oleh debt collector.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga berperan
penting dalam mengatur pencemaran nama baik di era digital. Pasal 27 ayat (3)
UU ITE mengatur tentang larangan penyebaran informasi elektronik yang
dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan. Pasal ini memberi ruang bagi
korban pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik untuk
mengajukan tuntutan hukum. UU ITE memberikan perlindungan tambahan
bagi korban yang menghadapi pencemaran nama baik di platform digital, yang
sering kali menjadi sarana bagi debt collector untuk menyebarluaskan
informasi negatif.

Analisis Efektivitas
1. Implementasi dan Penegakan Hukum

Efektivitas peraturan ini dalam praktik tergantung pada bagaimana
hukum diimplementasikan dan ditegakkan. Dalam banyak kasus, korban
pencemaran nama baik oleh debt collector menghadapi kesulitan dalam
membuktikan bahwa pencemaran yang terjadi memenuhi unsur-unsur yang
diatur dalam KUHP dan UU ITE. Bukti yang diperlukan untuk menunjukkan
adanya pencemaran nama baik sering kali sulit didapatkan, terutama dalam
kasus-kasus yang melibatkan informasi yang disebarluaskan secara elektronik.

Proses hukum yang panjang dan kompleks juga dapat menghalangi
korban untuk mendapatkan keadilan. Korban sering kali harus menghadapi
kendala administratif dan birokrasi yang dapat menghambat upaya mereka
dalam menuntut hak-hak mereka. Selain itu, penegakan hukum yang tidak
konsisten atau kurangnya pemahaman tentang ketentuan hukum di kalangan
aparat penegak hukum dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum.

2. Kelemahan dalam Peraturan

Meskipun KUHP dan UU ITE memberikan dasar hukum yang penting,
ada beberapa kelemahan yang dapat mempengaruhi efektivitas perlindungan
hukum. Pertama, definisi dan kriteria pencemaran nama baik dalam KUHP
mungkin tidak selalu mencakup semua bentuk penyebaran informasi yang
merugikan yang dilakukan oleh debt collector. Kedua, UU ITE, meskipun
relevan untuk kasus-kasus pencemaran nama baik secara elektronik, mungkin
belum sepenuhnya disesuaikan dengan dinamika teknologi yang terus
berkembang, sehingga ada potensi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh
pelaku.

Kurangnya perlindungan hukum spesifik untuk kasus pencemaran
nama baik yang dilakukan oleh debt collector juga menjadi masalah. Meskipun
ada regulasi yang ada, tidak selalu ada pedoman yang jelas mengenai
bagaimana debt collector harus bertindak sesuai dengan hukum dan apa
tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran. Ini dapat membuat korban
sulit untuk mengidentifikasi dan menuntut pelanggaran hukum yang
dilakukan oleh debt collector.

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban
pencemaran nama baik akibat ulah debt collector, beberapa langkah dapat
diambil. Pertama, perlu ada reformasi dalam peraturan perundang-undangan
yang ada untuk lebih jelas dan komprehensif mengatur pencemaran nama baik
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yang dilakukan oleh debt collector, termasuk pengaturan spesifik terkait
praktik debt collection. Kedua, perlu adanya peningkatan pemahaman dan
pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai peraturan terkait pencemaran
nama baik dan penerapannya dalam konteks debt collection.

Ketiga, reformasi dalam prosedur hukum juga penting untuk
mempercepat proses penegakan hukum dan mengurangi beban administratif
bagi korban. Pengembangan sistem pelaporan dan pemantauan yang lebih
efektif untuk kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh debt collector
juga dapat membantu meningkatkan perlindungan hukum dan keadilan bagi
korban.

Secara keseluruhan, meskipun KUHP dan UU ITE menyediakan
kerangka hukum untuk melindungi korban pencemaran nama baik, ada
sejumlah tantangan dan kelemahan dalam implementasi dan penegakan
hukum yang dapat mempengaruhi efektivitas perlindungan ini. Dengan
reformasi dan perbaikan yang tepat, sistem hukum dapat menjadi lebih efektif
dalam memberikan perlindungan yang adil dan memadai bagi korban
pencemaran nama baik yang dilakukan oleh debt collector.

Tantangan dan Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran
Nama Baik oleh Debt Collector serta Upaya Perbaikan Sistem Hukum

Penegakan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik yang
dilakukan oleh debt collector menghadapi berbagai tantangan dan hambatan
yang signifikan. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan ketentuan hukum
yang ada, tetapi juga dengan bagaimana hukum diterapkan dalam praktiknya.
Untuk meningkatkan perlindungan dan akses keadilan bagi korban, penting
untuk memahami hambatan yang ada serta mencari solusi yang dapat
memperbaiki sistem hukum yang berlaku.

Tantangan dan Hambatan
1. Kesulitan dalam Pembuktian

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh korban dalam proses
penegakan hukum adalah kesulitan dalam membuktikan bahwa tindakan debt
collector memenuhi unsur pencemaran nama baik seperti yang diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi
dan Transaksi Elektronik (ITE). Pencemaran nama baik sering kali melibatkan
penyebaran informasi yang tidak benar atau menyesatkan, dan bukti untuk
menunjukkan bahwa informasi tersebut telah merugikan reputasi korban dapat
sulit diperoleh.

Di banyak kasus, informasi yang disebarluaskan oleh debt collector
mungkin berupa klaim verbal atau komunikasi melalui saluran yang tidak
terdokumentasi dengan baik. Hal ini dapat menyulitkan korban untuk
mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim mereka. Selain
itu, ada tantangan dalam membuktikan bahwa pencemaran tersebut benar-
benar menyebabkan kerugian, baik dari segi reputasi maupun kerugian
finansial.

2. Proses Hukum yang Panjang dan Kompleks

Proses hukum untuk kasus pencemaran nama baik sering kali panjang
dan kompleks, yang dapat mengakibatkan beban tambahan bagi korban.
Korban harus melalui berbagai tahapan, mulai dari pengajuan laporan kepada
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pihak berwenang, penyelidikan, hingga persidangan. Proses ini tidak hanya
memerlukan waktu yang lama, tetapi juga sering kali melibatkan biaya yang
tinggi, yang dapat menjadi beban tambahan bagi korban.

Kendala administratif dan birokrasi dalam sistem peradilan juga dapat
memperlambat proses penyelesaian kasus. Kurangnya akses ke bantuan
hukum yang memadai atau kesulitan dalam navigasi sistem hukum dapat
menjadi hambatan tambahan bagi korban untuk mendapatkan keadilan. Proses
hukum yang rumit dan memakan waktu dapat mengurangi motivasi korban
untuk melanjutkan kasus mereka, terutama jika mereka merasa bahwa hasil
yang adil sulit dicapai.

3. Kurangnya Pemahaman tentang Hak Hukum

Kurangnya pemahaman tentang hak-hak hukum dan mekanisme
perlindungan dapat menjadi hambatan signifikan bagi korban pencemaran
nama baik. Banyak korban mungkin tidak mengetahui bahwa tindakan yang
dilakukan oleh debt collector melanggar hukum atau tidak mengetahui
langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi hak-hak mereka.
Kesadaran hukum yang rendah dapat menghambat korban dalam mengajukan
tuntutan atau melapor kepada pihak berwenang.

4. Penegakan Hukum yang Tidak Konsisten

Penegakan hukum yang tidak konsisten atau kurangnya pemahaman
tentang ketentuan hukum di kalangan aparat penegak hukum juga dapat
mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum. Dalam beberapa kasus, aparat
penegak hukum mungkin tidak cukup memahami ketentuan yang relevan atau
tidak memiliki keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk
menangani kasus pencemaran nama baik dengan efektif. Hal ini dapat
mengakibatkan ketidakadilan bagi korban dan pengabaian kasus-kasus yang
membutuhkan perhatian.

Upaya Perbaikan Sistem Hukum
1. Penyederhanaan Proses Hukum

Untuk mengatasi tantangan dalam proses hukum yang panjang dan
kompleks, perlu dilakukan penyederhanaan prosedur hukum terkait
pencemaran nama baik. Reformasi dalam prosedur hukum dapat mencakup
pengurangan jumlah tahapan yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus
serta pengurangan birokrasi yang menghambat proses. Implementasi sistem
yang lebih efisien dalam penanganan kasus-kasus pencemaran nama baik,
seperti pengadilan khusus atau jalur cepat untuk kasus-kasus tertentu, dapat
mempercepat proses dan mengurangi beban administratif bagi korban.

2. Peningkatan Akses ke Bantuan Hukum

Meningkatkan akses ke bantuan hukum yang memadai bagi korban
adalah langkah penting dalam memperbaiki sistem hukum. Ini dapat
mencakup penyediaan layanan bantuan hukum pro bono atau subsidi untuk
korban yang tidak mampu membayar biaya hukum. Program pelatihan untuk
advokat dan penyuluh hukum juga dapat membantu meningkatkan
pemahaman korban tentang hak-hak mereka dan langkah-langkah yang harus
diambil untuk melindungi hak-hak tersebut.

3. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Hukumn
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Meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat mengenai hak-hak yang
terkait dengan pencemaran nama baik dapat membantu mengatasi kurangnya
pemahaman. Kampanye informasi publik dan program pendidikan hukum
yang fokus pada perlindungan terhadap pencemaran nama baik dapat
membantu korban memahami hak-hak mereka dan bagaimana cara
melaporkan pelanggaran. Pendidikan hukum di sekolah-sekolah dan
komunitas dapat meningkatkan kesadaran awal dan mencegah kasus
pencemaran nama baik.

4. Penguatan Penegakan Hukum dan Pelatihan Aparat

Penguatan penegakan hukum melalui pelatihan dan peningkatan
keterampilan bagi aparat penegak hukum sangat penting. Program pelatihan
yang berfokus pada penanganan kasus pencemaran nama baik dan
penggunaan ketentuan hukum yang relevan dapat membantu aparat
memahami dan menangani kasus dengan lebih efektif. Penegakan hukum yang
konsisten dan transparan akan membantu meningkatkan kepercayaan publik
dalam sistem hukum dan memastikan bahwa korban mendapatkan
perlindungan yang mereka butuhkan.

Tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap
pencemaran nama baik yang dilakukan oleh debt collector memerlukan
perhatian serius. Dengan melakukan reformasi dalam prosedur hukum,
meningkatkan akses ke bantuan hukum, meningkatkan kesadaran hukum, dan
memperkuat penegakan hukum, sistem hukum dapat diperbaiki untuk
memberikan perlindungan yang lebih baik dan akses keadilan bagi korban.
Upaya-upaya ini akan membantu memastikan bahwa korban pencemaran
nama baik mendapatkan perlindungan yang adil dan efektif serta mencegah
pelanggaran hukum di masa depan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kesimpulan
Dalam analisis yuridis mengenai kepentingan perlindungan hukum bagi
korban tindak pidana pencemaran nama baik akibat ulah debt collector, dapat
disimpulkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan seperti Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE) memberikan kerangka hukum yang relevan,
tantangan signifikan masih ada dalam penegakan hukum dan perlindungan
korban. Kesulitan dalam pembuktian, proses hukum yang panjang dan
kompleks, serta kurangnya pemahaman tentang hak hukum menjadi hambatan
utama yang mengurangi efektivitas perlindungan hukum. Penegakan hukum
yang tidak konsisten dan kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak
hukum juga menghambat upaya untuk memberikan keadilan bagi korban. Oleh
karena itu, sistem hukum saat ini memerlukan perbaikan untuk memastikan
bahwa hak-hak korban terlindungi secara lebih efektif.
Rekomendasi
1. Penyederhanaan Proses Hukum: Reformasi dalam prosedur hukum terkait
pencemaran nama baik harus dilakukan untuk mempercepat dan
menyederhanakan proses penanganan kasus. Pengadilan khusus atau jalur

1873



Herdiyanti, Alfie, Mijan, Kurniati, RAS

cepat untuk kasus pencemaran nama baik dapat membantu mempercepat
penyelesaian kasus.

2. Peningkatan Akses ke Bantuan Hukum: Perlu adanya peningkatan akses ke
bantuan hukum bagi korban, termasuk penyediaan layanan bantuan hukum
pro bono atau subsidi bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya
hukum.

3. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Hukum: Kampanye informasi
publik dan program pendidikan hukum yang fokus pada hak-hak korban
pencemaran nama baik harus diperkuat. Pendidikan hukum di sekolah-
sekolah dan komunitas dapat membantu meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang hak-hak mereka.

4. Penguatan Penegakan Hukum dan Pelatihan Aparat: Pelatihan bagi aparat
penegak hukum mengenai penanganan kasus pencemaran nama baik dan
penggunaan ketentuan hukum yang relevan harus ditingkatkan. Penegakan
hukum yang konsisten dan transparan akan membantu meningkatkan
kepercayaan publik dalam sistem hukum.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan maka perlu dilakukan
penelitian lanjutan terkait topik Analisis Yuridis tentang Kepentingan
Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
Akibat Ulah Debt Collector demi menyempurnakan penelitian ini dan
menambah wawasan bagi pembaca.
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